LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT il BOGOR =

Nomor : 22

&

Th. 1298 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BQGOR

NOMOR : 11

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHWMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : a.

bahwa dengan Peraturan Daeran
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor 10 Tahun 1998 telah dibentuk
Dinas Pertambangan XKabupaten Daerah
Tingkat II Bogor;

bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 10 Tahun 1998 di atas,
perlu menetapkan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pertambangan
Kabupaten Daerah Tingkat II RBogor
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : ...
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 195%6 Nomor 8);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1967);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974
tentang Pokok-vokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1674 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3215);

7. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomcr
231, Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1980 tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Repub-
l1ik Indonesia Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1986 tentang Analisis Menge-
nai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3338);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun .
1986 tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Kepada Pemerintah
Daerah Tingkat II {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3340):

12. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal d4i Daerah (Lem-
baran Negara Republik Iindonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Oto-
nomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3487);

Keputusan Menteri Negara Pendava-
gunaan Aparatur Negara Nomor 21
Tahun 1990 tentang Pedoman dan
Proses Pembentukan atau Penyempur-
naan Kelembagaan di wingkungan
Instansi Pemerintah Pu=at, Per-
wakilan Republik Indonesia d4i Luar
Negeri dan Pemerintah di Daerah ;

Keputusan Menteri Negara Pendava-
gunaan Aparatur Negara Nomor 25
Tahun 1990, tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tatalaksana;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

18. Keputusan ...
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Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1993 tentang Peng-
undangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tenggang Waktu Pengesahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilavah;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun
1995 tentang Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongan C:

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pengendalian Ling-
kungan Lahan Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongan C:

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun
1995 tentang Pengendalain Peng-
ambilan Air Bawah Tanah dan
Permukiman;

Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I
Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1995
tentang penverahan sebagian urusan
Pemerintahan di Bidang Pertambangan
dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
IT se Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun
1985 tentang Pedoman Penyusunan

Rancangan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas/
Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di
Jawa Barat;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/
DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Daerah dan Menerbitkan
Lembaran Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun
1568 tentang Pembentukan Dinas
Pertambangan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061/2635/83., Tanggal 19 September
1996, perihal Persetujuan Prinsip
Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan, Dinas Pekerijaan Umum
Bina Marga, Dinas Perumahan dan
Penyehatan Lingkungan, Dinas
Kebakaran dan Dinas Pertambangan.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

MEMUTUSEKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB ...



.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vyang
dimaksud dengan :

a.

Daerah adalah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor;

Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat TII
Bogor;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati
Kepala Daerah Tingkat I1 Bogor;

Peraturan Daerah adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor tentang Organisasi dan Tata
Keria Dinas Pertambangan Kabupaten
Daerah Tingkat TI Bogor:

Dinas adalah Dinas Pertambangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Pertambangan Kabupaten Tingkat II
Bogor;

Cabang Dinas adalah unsur pelaksa-
na dari Dinas Pertambangan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bogor vang
mempunvail wilayvah kerja meliputi
satu atau beberapa Kecamatan dalam
Wilavah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Bogor;

h. Fertambangan
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Pertambangan adalah segala
kegiatan vang bertujuan untuk
menemukan, menchasilkan dan meng-
olah/memurnikan serta mengangkut
dan menjual bahan galian dalam
rangka memanfaatkan sumber-sumber
bahan galian golongan C dan air
berikut segala fasilitas vang
berhubungan baik langsung maupun
tidak langsung.

Air Bawah Tanah adalah semua air
vang terdapat dalam lapisan
pengandung air di bawah permukaan
tanah termasuk mata air vang
diturap dan mata air ranas sebagai
sumber mineral dan tenaga yang
muncul secara alamiah di atas
rermukaan tanah;

Pengambilan air adalah pengambilan
dan atau penggunaan air oleh para
pengambil air untuk berbagai macam
keperluan;

SIPD adalah Surat Ijin Pertambang-
an Daerah;

SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan
Air;

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah
Unsur Pelaksana Dinas Pertambangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
yang melaksanakan sebagian tugas
teknis operasional tertentu di
lapangan dan selanjutnya disebut
UPTD;

n. Kelompok ...
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Kelompok Jabatan Fungsional adalah
kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profe-
sinya dalam rangka mendukung tugas
pokok Dinas.

BAB ITI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2
Dinas adalah ursur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang per-
tambangan.
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
ang berada dibawah dan bertang-

ung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.

Qg

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksa-
nakan sebagian urusan rumah tangga
daerah di bidang pertambangan dan
tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

Bagian
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Bagian Ketiga
Fungs i

Pasal 4

Untuk menvelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini, Dinas mempunvai
fungsi :

a.

pelaksanaan teknis operasional di
bidang pertambangan yvang meliputi
penataan wilavah dan konservasi,
pengusahaan serta pengawasan dan
pengendalian berdasarkan kebijakan
Bupati Kepala Daerah;

pelaksanaar teknis fungsional di
bidang pertambangan berdasarkan
kebijakan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat;
pelaksanaan pelavanan teknis
administratif ketatausahaan yang
meliputi urusan umum, kepegawaian
dan keuangan.
BAR TII
ORGANTIGSASTI
Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Pimpinan ...
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Pimpinan adalah Kepala Dinas;

Pembantu Pimpinan, adalah Sub
Bagian Tata Usaha;

Pelaksana adalah Seksi, Cabang
Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

{1) Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha, mem-
bawahkan

1. Urusan Umum;
2. Urusan Kepegawaian;
3. Urusan Keuangan.

Seksi Penataan Wilavah dan
Konservasi, membawahkan

1. Sub Seksi Tata Lingkungan
dan Reklamasi;

2. Sub Seksi Penyiapan dan
Pemetaan Wilayah.

Seksi Pengusahaan, membawah-
kan:

1. Sub Seksi Perijinan;
2. 8Sub Seksi Data Produksi;

3. Sub Seksi ...
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3. Sub Seksi Bimbinagan Peng-
usahaan.

Seksi Pengawasan dan Pengenda-
lian, membawahkan:

1. Sub Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Wilayah Penam-
bangan dan Reklamasi;

2. Sub Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Produksi.

Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas
{UPTD) :

Kelompok Jabatan Fungsional

{2) Bagan Struktur Organisasi Dinas
sebagaimana tercantum daliam
Lampiran, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Dinas dalam melaksana-

kan

sebagian urusan rumah tangga

Daerah ...
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Daerah di bidang pertambangan dan
tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunvyai
tugas pokok melaksanakan pengelo-
laan urusan umum, urusan kepega-
waian dan urusan keuangan.
Untuk menyvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini, Sub Bagian
Tata Usaha mempunvai fungsi

a. pelaksanaan pengelolaan urusan
umum, statistik dan pelopran;:

b. pelaksanaan pengelolaan urusan
kepegawaian:

c. pelaksanaan pengelolaan urusan
keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha mem-
bawahkan

a. Urusan Umum;

b. Urusan Kepegawaian:

¢c. Urusan Keuangan;
Pasal 9

Urusan Umum mempunvai tugas pokok

melaksanakan
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melaksanakan pengelolaan urusan
surat-menyurat, kearsipan, peng-
gandaan, rumah tangga, adminis-
trasi perjalanan Dinas, perleng-
kapan dan pemeliharaan, pe-
nyusunan rencana dan program
rpenvusunan petunjuk teknis
evaluasi kegiatan statistik dan
pelaporan SIPD.

Untuk menyvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini, Urusan Umum
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan surat
menyurat, penggandaan, ke-
arsipan, kerumahtanggaan dan
administrasi perjalanan Dinas;

b. pelaksanaan urusan perleng-
kapan, pemeliharaan dan pe-
rawatan kantor:

c. pelaksanaan penyusunan rencana
dan program dinas;

d. pengumpulan dan pengolahan
data statistik;

e. penyiapan bahan petunjuk
teknis evaluasi kegiatan
statistik penerbitan SIPD.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunvail
tugas pokok melaksanakan pengelo-

laan ...
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laan administraci kepegawaian,
ketatalaksanaan dan perpustakaan.
Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimakud pada
ayat (1) pasal ini, Urusan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penviapan bahan penvusunan
rencana mutasi, disiplin dan
pengembangan pegawai;

b. penyiapan bahan penyusunan
pedoman kepegawaian dan keta-
talaksanaan;

c¢. pelaksanaan pengelolaan doku-

mentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan dan menyusun
rencana anggaran Dinas serta
mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Urusan
Keuangan mempunvai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran Dinas;

b. pelaksanaan bpengelolaan admi-
nistrasi keuangan.

Paragraf ...
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Paragraf 3

Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi

(1)

(3)

(1)

Pasal 12

Seksi Penataan Wilavah dan Kon-
servasi mempunvai tugas pokok
melaksanakan penvusunan petuniuk
teknis kegiatan tata lingkungan
reklamasi, penviapan dan pemetaan
wilayvah.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini, Seksi Pena-
taan Wilavah dan Konservasi
mempunyai fungsi

a. pelaksanaan dan penvusunan
petunjuk teknis penataan
lingkungan hidup dan rekla-
masi;

b. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis penyiapan dan
vemetaan wilayvah.

Seksi Penataan Wilayah dan
Konservasi, membawahkan

a. Sub Seksi Tata Lingkungan dan
Reklamasi;
b. Sub Seksi Penviapan dan Peme-
taan Wilayah.
Pasal 13

Sub seksi Tata Lingkungan dan

Reklamasi
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Reklamasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penvusunan
petunjuk teknis pelaksanaan
reklamasi, pemanfaatan lahan
bekas penambangan galian golongan
C dan air bawah tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) pasal ini, Seksi Tata
Lingkungan dan Reklamasi mem-
punvai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan
data lingkungan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pelaksana
reklamasi, vegetasi dan peman-
faatan 1lokasi bekas peram-
bangan galian golongan C dan
air bawah tanah.

c. Melaksanakan penutupan sumur
(groting) terhadap sumur vyang
tidak difungsikan dan penataan
sumur pantau.

Pasal 14

Sub Seksi Penyiapan dan Pemetaan
Wilayah pertambangan mempunvai
tugas pokok menviapkan bahan
penvusunan petunjuk teknis penda-
taan teknis penambangan, penve-
lenggaraan surveyv serta pemetaan
bahan galian golongan C dan air
bawah tanah.

(2 Untuk ...
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Untuk menvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal 1ini, Seksi
Penyiapan Wilayah dan Pemetaan
mempunvai fungsi

a. pengumpulan dan pengclahan
serta evaluasi data hasil
survey;

b. pelaksanaan penviapan bahan
penyusunan petunjuk teknis
pendataan teknis penambangan,
bPenyelenggaraan survey serta
pemetaan bahan galian golongan
C dan air bawah tanah.

Paragraf 4
Seksi Pengusahaan
Pasal 15

Seksi Pengusahaan mempunyai tugas
pokok melaksanzkan penyusunan
petunjuk teknis kegiatan pe-
nyiapan perijinan, data produksi
dan bimbingan pengusahaan.

Untuk menyvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Seksi Peng-
usahaan mempunvai fungsi :

a. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis penyiapan
perijinan pertambangan bahan
galian golongan C dan peng-
ambilan air bawah tanah;

b. pelaksanaan ...
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b. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis kegiatan data
produksi;

c. pelaksanaan dan penvusunan
petunjuk teknis penyiapan
bimbingan dan pengusahaan.

Seksi Pengusahaan, membawahkan :

Sub Seksi Periiinan;

Sub Seksi Data Produksi;

¢. Sub Seksi Bimbingan Peng-
usahaan.

o

Pasal 16

Sub Seksi Perijinan mempunvai
tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan petunink teknis pemro-
sesan periiinan.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini, Sub Seksi
Perijinan mempunvai fungsi

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data perijinan:

b. penviapan bahan petunjuk
teknis perijinan.

Pasal 17
Sub Seksi Data Produksi mempunyai
tugas pokok menviapkan bahan
penvusunan petunijuk teknis pemro-
sesan data jumlah produksi bahan

galian
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galian golongan C dan pengambiian
air bawah tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud rada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Data Produksi mempunvai fungsi :

2. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data produksi;

b. penyiapan bahan retunjuk
teknis produksi.

Pasal 18

Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan
mempunvai tugas pokok mengembang-
kan usaha pertambangan.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud rada
avat (1) pasal ini, Sub Seksi
Bimbingan Pengusahaan mempunvai
fungsi

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data pengelo-
laan;

b. penviapan bahan dan petunjuk
teknis pengelolaan pengusahaan
serta pengembangan potensi
bahan galian golongan ¢ dan
air bawah tanah;

C. penyiapan bahan bPenyusunan dan
bimbingan teknis pengusahaan
penambangan.

Paragraf ...



(1)

(2)

(3)

21~
Paragraf 5

Seksi Pengeswasan dan Pengendalian
Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pengendalian
mempunyal tugas pokok melaksana-
kan penyusunan petunjuk teknis
bPengawasan dan pengendalian
produksi, wilayah pertambangan
dan upava reklamasi.

Untuk menyvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Seksi Peng-
awasan dan Pengendalian mempunvai
fungsi

a. pelaksanaan dan penvyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan
pengendalian tata cara pertam-
bangan dan pengambilan air
bawah tanah;

b. pelaksanaan dan penyusunan
petuniuk teknis pengawasan dan
pengendalian reklamasi;

c. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan
pengendalian produksi pertam-
bangan.

Seksi Pengawasan dan Pengenda-
lian,; membawahkan :

a. Sub Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Produksi;

b. Sub
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b. Sub Seksi Pengawasan, Pengen-
dalian Wilayah Penambangan dan
Reklamasi.

Pasal 20

Sub Seksi Pengawasan dan Pengen-
dalian Produksi mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan pe-
nyusunan petuniuk pengawasan dan
pengendalian produksi.

Untuk menvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} pasal ini, Sub Seksi
Pengawasan dan Pengendalian
Produksi mempunvai fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan
pengendalian produksi;

b. penyiapan bahan penvusunan
petunjuk teknis pengawasan
tata cara produksi bahan
galian golongan C d&an air
bawah tanah.

Pasal 21

Sub Seksi Pengawasan, Pengenda-
lian Wilayah Penambangan dan
Reklamasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan,
pengendalian wilayah penambangan
dan reklamasi serta upaya preven-
tif keselamatan penambang.

{(2) Untuk ...
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pengawasan, Pengendalian Wilayah
Penambangan dan Reklamasi mem-
punyai fungsi

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data peng-
usahaan pertambangan dan
pengambilan air;

b. penyiapan bahan penyusunan
petuniuk teknis upava reklama-
si lingkungan pertambangan dan
upaya preventif keselamatan
penambang.

Paragraf 6
Cabang Dinas
Pasal 22
Pembentukan, organisasi dan tata
keria Cabang Dinas akan diatur kemu-
dian sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.
Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 23
Pembentukan, organisasi dan tata

kerja UPTD akan diatur kemudian
sesual dengan ketentuan vang berlaku.

Paragraf



(1)

(2)

(3)
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Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyail tugas pokok melaksana-
kan sebagian kegiatan Dinas
secara profesional sesuai dengan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada avyat
{1) pasal ini, dalam melaksanakan
tugas pokoknya bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud Pasal 24
Peraturan Daerah ini, terdiri
atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut pada
ayat (1) pasal ini, dipimpin
oleh seorang vang ditunjuk di-
antara tenaga fungsional yvang ada
di lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional ter-
sebut pada ayat (1) pasal ini
ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, kebutuhan dan beban kerija.

(4) Jenis ...
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(4) Jenis dan jenjang jabatan

(1)

(3)

fungsional tersebut pada ayat (1)
pasal ini diatur sesuai dengan
ketentuan vang berlaku.

BAB 1V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

Hal-hal yang menjadi tugas pokock
Dinas merupakan satu kesatuan
Yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai
pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pertambangan, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan
oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD
dan Kelompok Jabatan Fungsional
menurut bidang tugas masing-
masing.

Kepala Dinas baik taktis opera-
sional maupun teknis administra-

tif Dberada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati
Kepala Daerah dan dalam

melaksanakan tugas pokoknya
menyelenggarakan hubungan fung-
sional dengan instansi lain yang
berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap



—26—-

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi
di lingkungan Dinas, dalam melak-
sanakan tugasnya waiib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi.

{5) Setiap pimpinan satuan organisa-
si di lingkuncgan Dinas, waijib
memimpin dan memberikan bimbingan
serta petuniuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 27
{1) Kepala Dinas wajib memberikan
laporan tentang pelaksanaan
tugasnya secara teratur, jelas

serta tepat pada waktunva kepada
Bupati Kepala Daerah.

e~

2) Setiap pimpinan satuan organisasi
di lingkungan Dinas wajib meng-
ikuti dan mematuhi petunijiuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta memberikan
laporan tepat pada waktunva.

{3) Setiap laporan vang diterima oleh
pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan diper-
gunakan sebagai bahan pertim-
bangan 1lebih laniut dan untuk
memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(4) Pengaturan ...



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

-27-

Pengaturan mengenai jenis laporan
dan cara penvampaiannya ber-
pedoman kepada ketentuan vyang
berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas ber-
halangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata
Usaha berhalangan, maka Kepala
Dinas dapat menunjuk salah
seorang Kepala Sekagi.

BAB V
KEPEGAWATIAN
Pasal 29

Kepala Dinas diangkat dan diber-
hentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat atas
usul Bupati Kepala Daerah.

Kepala Dinas berkewajiban dan
bertanggungjawab dalam menviapkan
bahan rancangan kebijakan Bupati
Kepala Daerah dibidang kepega-
waian.

Pejabat-peiabat lainnya di

lingkungan
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lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh peijabat vang

berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

EBAR VI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
serta penerimaan sumber lain vyvang
sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 .
Hal-hal yvang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan
aiatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini, segala ketentuan yang berten-
tangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku

pada ...
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pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeta-
huinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempat-
kannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor.

Ditetapkan di CIBINONG
Pada tanggal : 22 Jonuori 1098,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,
TINGKAT II BOGOR

H.

Jabaca n

Ketua, t.t.4.
t.t.d.
ESO SUKARSO H.M.EDDIE Y0SO MARTADIPURA

Dizsahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusan

Nomor : 188.342/SK.969-Huk/98
Tanggal : 21 Juli 1998
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